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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT
yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan
Akuntabilitas Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2019 ini dapat diselesaikan.

Laporan ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun
1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) serta mengacu
pada pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53
Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan ini memuat tentang perbandingan antara perencanaan dan hasil
selama 1 (satu) tahun yang diuraikan dalam pengukuran kinerja dan
evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai. Laporan ini
disusun sebagai wujud pertanggungjawaban dan akuntabiltas atas kinerja
BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama Tahun 2019 yang
tertuang dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagai upaya
pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022.

Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja BKPSDMD Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 ini dapat berguna untuk
peningkatan kinerja organisasi melalui langkah-langkah perbaikan
pelayanan bagi seluruh stakeholder BKPSDMD Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung.

Pangkalpinang, Januari 2020
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

o

Drs. H. SAHIRMAN, M.Si.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP: 19610815 199103 1 006



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2017-2022 (RPJMD), maka Badan Kepegawaian dan Pengembagan
Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
berkontribusi dalam mewujudkan Misi Ke-5 yakni mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi dengan tujuan
terwujudnya reformasi birokrasi yang berkualitas dan sasaran yang ingin dicapai
yaitu birokrasi yang efektif dan efisien.

Arah kebijakan dalam mewujudkan misi tersebut sesuai dengan RPIJMD
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022, yaitu:

1. Meningkatkan faktor pengungkit dan faktor hasil pencapaian reformasi

birokrasi dengan arah kebijakan sebagai berikut :
a. Peningkatan Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur
b. Peningkatan Penguatan Sistem Manajemen Pemerintahan

2. Meningkatkan tata kelola manjemen SDM aparatur pemerintah daerah
dengan arah kebijakan Peningkatan integritas, kompetensi dan profesional
aparatur.

Berdasarkan arah kebijakan tersebut, maka BKPSDMD dalam kurun
waktu 5 (lima) tahun bertanggung jawab pada upaya pencapaian tujuan
organisasi yaitu meningkatkan profesionalitas aparatur.

Pencapaian tujuan BKPSDMD akan lebih mudah melalui pencapaian
sasaran organisasi tercapai, yaitu:

1. Meningkatnya Kompetensi Aparatur.

2. Meningkatnya Disiplin dan Kinerja Aparatur.

Perwujudan tata pemerintahan yang baik (Good Governance) memiliki 10
prinsip, yaitu Akuntabilitas, Pengawasan, Daya Tanggap, Profesionalisme,
Efisiensi dan Efektivitas, Transparansi, Kesetaraan, Wawasan ke Depan,
Partisipasi dan Penegakan Hukum. Berkaitan dengan hal tersebut, maka
BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai penyelenggara
pelayanan publik dituntut untuk membuat suatu pertanggungjawaban secara
periodik agar pelaksanaan kegiatannya lebih transparan, efektif dan akuntabel.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
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Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah merupakan wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam
mencapai misi dan tujuan organisasi. Berkenaan hal tersebut maka BKPSDMD
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berusaha membangun dan menata
akuntabilitas publik dengan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja BKPSDMD
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019.

Secara umum, penyelenggaraan kegiatan dan pelayanan pada Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung berjalan dengan baik dan dapat mencapai target
yang telah ditetapkan. Nilai capaian kinerja Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Tahun 2019 mencapai rata-rata 92,08% dari target 100% (berdasarkan
data realiasi capaian kinerja pada laporan Pengendalian dan Evaluasi triwulan IV
tahun 2019), sedangkan capaian anggaran 86,61% dari target sebesar 100%
dan capaian fisik 98,90% dari target 100% (berdasarkan data realisasi anggaran
pada tanggal 31 Desember 2019 anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar
Rp19.220.969.931,00 dengan realisasi sebesar Rpl15.626.091.271,00 atau
81,30%. Sedangkan anggaran Belanja Langsung tahun 2019 sebesar
Rp23.283.227.324,00 dengan realisasi sebesar Rp21.188.559.727,00 atau
91,00%).

Nilai Indeks Profesionalitas ASN sebagai Indikator Kinerja Kunci (IKK)
mencapai kinerja melebihi target yaitu dari target 65 tercapai 70,18 (capaian
kinerja sebesar 108%). Adapun Persentase ASN yang Memenuhi Kompetensi
Sesuai Dengan Jabatan sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU)
ditargetkan 59% tercapai 81,33% (capaian kinerja sebesar 138%). Indikator
Kinerja Utama (IKU) lainnya yaitu Persentase ASN yang Capaian Kinerja
Berkategori Minimal Baik telah memenuhi bahkan sedikit melampaui target yaitu
dari target 99,71% terealisasi 99,89% (capaian kinerja 100%).

Secara umum, hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian
target berkaitan dengan tidak mandirinya lembaga kediklatan karena masih
tergabung dengan lembaga pengelola kepegawaian dan sekretariat KORPRI;
dinamika perubahan arah kebijakan pemerintah pusat pada sistem kelembagaan
dan birokrasi secara deskruptif, belum optimalnya disiplin ASN Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung; aplikasi kepegawaian belum terintegrasi; belum

optimalnya perencanaan ASN; belum optimalnya pemberdayaan KORPRI dan
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pembekalan bagi pegawai yang memasuki masa pensiun; dan belum optimalnya
audit atau assesment, perencanaan pengembangan karir, pola karir, promosi dan
mutasi ASN dibutuhkan waktu dalam penyesuaiannya.

Prestasi dalam kinerja yang telah berhasil dilaksanakan merupakan hasil
dari kerja sama dan semangat tim dalam memberikan pelayanan terbaik. Adapun
kekurangan dalam pelaksanaan dan pencapaian target kinerja kiranya dapat
dijadikan motivasi untuk lebih baik lagi. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan

evaluasi dan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan di waktu mendatang.
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BAB |

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Saat ini pemerintah sedang melakukan upaya pembaharuan dan
perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan untuk
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), upaya
tersebut kita kenal dengan Reformasi Birokrasi. Pada hakikatnya Reformasi
Birokrasi merupakan upaya pembaharuan terutama pada aspek-aspek
kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (Bussiness Process), dan
sumber daya manusia aparatur.

Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem
penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan dengan baik harus ditata
ulang atau diperbaharui serta disesuaikan dengan dinamika tuntutan
masyarakat. Untuk mempercepat pencapaian hasil Reformasi Birokrasi ini,
pemerintah menetapkan 9 (sembilan) program percepatan Reformasi
Birokrasi, yaitu:

Penataan Struktur Organisasi Pemerintah;

Penataan Jumlah dan Distribusi PNS;

Pengembangan Sistem Seleksi dan Promosi Secara Terbuka,
Peningkatan Profesionalisasi PNS;

Pengembangan Sistem Pemerintahan Elektronik yang terintegrasi;
Peningkatan Pelayanan Publik;

Peningkatan Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur;

Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri;

© © N o Ok~ DdDPRE

Peningkatan Efisiensi Belanja Aparatur.

Untuk mendukung program percepatan reformasi birokrasi tersebut
dibutuhkan sinergitas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
Pemerintah pusat dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019
mengangkat tema Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan
Berkualitas. Ada 5 (lima) prioritas nasional yang akan dijabarkan ke dalam
program dan kegiatan prioritas, yaitu:

1). Pembangunan Sumber Daya Manusia;

BKPSDMD Prov. Kep. Bangka Belitung Page 1
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2). Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah;

3). Menciptakan Nilai Tambah Baik Sektor Pertanian, Manufaktur dan Sektor
Jasa;

4). Mengenai Ketahanan Pangan, Energi dan Air;

5). Stabilitas Keamanan nasional dan pengamanan Pemilu.

Prioritas pertama nasional yaitu pembangunan sumber daya manusia
direncanakan akan berlangsung besar-besaran. Hal ini dilakukan dengan
alasan karena negara tidak tidak bisa terus menerus bergantung kepada
kekayaan yang dihasilkan dari sumber daya alam, seperti batu bara, minyak
dan gas. Kunci untuk pertumbuhan ekonomi ke depan adalah Pembangunan
Sumber Daya Manusia.

Hal ini sejalan dengan prioritas pembangunan pada tahap ke-III
(2017-2022) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 yaitu Meningkatnya
Ekonomi Daerah dan Terpenuhinya Kapasitas dan Kualitas Sumber
Daya Manusia.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai salah satu Perangkat
Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang
dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dituntut untuk
melaksanakan tugas dan fungsi yang diembannya secara bijaksana,
transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai prinsip-prinsip good
governance sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28
Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta diperkuat dengan adanya Instruksi
Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, bahwa pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
merupakan wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai
misi dan tujuan organisasi.

Sebagai Satuan Organisasi/Perangkat Daerah yang melaksanakan
program/kegiatan untuk mencapai visi misi kepala daerah, Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi

BKPSDMD Prov. Kep. Bangka Belitung Page 2
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Kepulauan Bangka Belitung tentunya berkewajiban untuk menyusun laporan
kinerja sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang
dipercayakan kepadanya yaitu pengelolaan manajemen kepegawaian dan
pengembangan sumber daya manusia daerah. Terlebih lagi dengan
berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan laporan kinerja yang
disusun dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi
mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sehingga pada
akhirnya Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat
dipergunakan sebagai perbaikan yang berkesinambungan untuk

peningkatan kinerja di masa mendatang.

I.2. Dasar Hukum
Penyusunan Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung Tahun 2018 berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dari KKN;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung;

3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional,

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung
Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti

BKPSDMD Prov. Kep. Bangka Belitung Page 3
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerabh;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006
tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan;

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman
Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia  Nomor 20 Tahun 2013 Tentang
Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang
Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun
2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025;
Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun
2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022;
Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung Tahun 2017-2022;

BKPSDMD Prov. Kep. Bangka Belitung Page 4



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANS! PEMERINTAH

19. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis
Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung Tahun 2012-2017.

[.3. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja ini disusun dengan maksud untuk memenuhi
ketentuan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan
RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Rl Nomor 12 Tahun 2015
tentang Pedomoan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi
Pemerintah (SAKIP).

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah
pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia pada umumnya dan
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung khususnya.

Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun dengan
tujuan:

1. Sebagai sarana bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk
menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Gubernur Kepulauan
Bangka Belitung;

2. Sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung sebagai upaya untuk melakukan perbaikan dan

peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

I.4. Aspek Strategis Organisasi
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana yang
diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara, penyelenggaraan palayanan manajemen di bidang
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kepegawaian dan berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka
Belitung Nomor 59 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung, membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang
urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber
daya manusia daerah yang menjadi kewenangan provinsi.

Dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017-2022 yang berpedoman pada
RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022. Dimana
salah satu misi dalam RPJMD Provinsi yaitu mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi. Adapun sasaran
yang ingin dicapai yaitu birokrasi yang efektif dan efisien. Hal ini sangat
selaras dengan salah satu sasaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi dalam mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik yaitu terwujudnya ASN yang kompeten. Begitu pun
dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang memiliki peran sangat
strategis di dalam pengelolaan manajemen ASN yang dituangkan dalam
sasaran strategis BKN 2015-2019 yaitu meningkatnya profesionalisme
pegawai ASN.

Aspek strategis yang dimiliki oleh Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Struktur Organisasi

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Adapun susunan
organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:
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Gambar 1.1.

Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

v

Kelompok JFT

g |
i

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tugas membantu
Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang
kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia daerah yang
menjadi kewenangan daerah provinsi. Hal tersebut berdasarkan Peraturan
Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dalam melaksanakan tugas

mempunyai fungsi:
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. Penyelenggaraan penyusunan kebijakan teknis di bidang kepegawaian,

dan bidang pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Provinsi;

. Penyelenggaraan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian, dan

bidang pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Provinsi;

. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan

tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian, dan bidang pendidikan

dan pelatihan;

. Penyelenggaraan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang

urusan pemerintahan Provinsi di bidang kepegawaian, dan bidang

pendidikan dan pelatihan;

. Penyelenggaraan administrasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Daerah;

Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sumber Daya Manusia

Guna mendukung kinerja dan berjalannya tugas serta fungsi dari

organisasi di lingkungan BKPSDMD sangat dipengaruhi oleh Sumber Daya

Manusia/Aparatur yang dimiliki. Berdasarkan data pertanggal 31 Desember

2019, BKPSDMD didukung pegawai sebanyak 106 (seratus enam) orang.

Dengan rincian sebagaimana tabel dibawah ini:
Tabel 1.1.

Jumlah ASN BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin Pertanggal 31 Desember 2019

JEMIS KELAMIN JABATAN
JUMLAH
NO OFD IFT
PEGAWAI L P STRUKTURAL IFU
AHLI TERAMPIL
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PEMGEMBAMNGAN SUMBER DAYA 105 52 47 15 44 41 5
MANUSIA DAERAH
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Tabel 1.2.
Jumlah ASN BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Golongan Pertanggal 31 Desember 2019

MO

oPD

PEMDIDIKAM

JUMLAH
PEGAWAI

53

ELTA S
52 51 o4 D-3 D-2 D-1 . SLTPR S0
Sederajat

BADAMN KEPEGAWALAN DAN
PENGEMBANGAMN SUMBER DAY A 106

MANUSIA DAERAH

FL ] 30 & 12 - - 11

NO

OPD

GOLOMGAN

JUMLEH
PEGAWAL || pyfe | vid

Wit

Wb | via || nfd lijc ik mfa || nid e || wib | wa

BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

MANUSIA DAERAH

106 1 1

D. Sarana dan Prasarana

Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan

sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung

kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dan dapat didayagunakan

dalam peningkatan pendapatan daerah. Adapun nilai aset yang dikelola

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp36.091.170.651,00.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga memiliki tanah dan

bangunan-bangunan yang secara keseluruhan mempunyai luas 63,056 M?

dan tanah yang belum dimanfaatkan seluas 15,710 M2,

Adapun jumlah dan jenis sarana dan prasarana yang dimiliki Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung saat ini dapat dilihat pada daftar berikut ini :

Tabel 1.3.
Luas Areal Tanah

No Uraian Luas (M?) Lokasi
1 | Tanah 63,056 M? Komplek Perkantoran dan Pemukiman
Terpadu Pemerintah Prov. Kep. Bangka
Belitung, JI. Pulau Bangka Kelurahan Air
Itam Pangkalpinang
2 | Belum 15,710 M?
dimanfaatkan -sda-

BKPSDMD Prov. Kep. Bangka Belitung
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Tabel 1.4.
Jumlah Gedung Pembelajaran

No Uraian Ruan Jumlah Ukuran | Kapasitas | Tahun
9 Ruangan (M?) (orang) | Bangun
3 unit 12x8 40
1 | Ruang kelas 3 unit 10x5 20
2 Ruang Widyaiswara 1 unit 10x5 20
i 2004
3 Laboratorium 1 unit 14x8 20
Komputer
4 | Ruang 1 unit 10X 5 15
Perpustakaan
5 Ruang makan 1 unit 20x 8 80
Tabel 1.5.
Jumlah Asrama dan Fasilitas Lainnya
Jumlah Ukuran :
No Uraian Ruangan Kamar/ kamar/ K(aoprzilt?s g;nhuunn
2 org M2 9 9
1 |Asramal 20 | 48x33 40
Gunung Namak ’ '
Asrama |l
2 | Gunung Pading 20 4.8x3.3 40 2004
Asrama lll
3 Gunung Ki Kara 40 48x33 80
Asrama IV
4 Gunung Tajam 40 4,8x3,3 80 2007
5 Paviliun 3 i 6 2004
Gunung Pelawan
Rg. Makan
6 Gunung Mentangor 1 28 x 20 120 2004
7 | Rg. Mushola 1 10x 10 150 2004
8 | Rg. Fitnes 1 18 x 18 15 2007
9 | Rg. Loundry 1 10x8 2006
10 | Rg. Klinik dan Laktasi 1 7x7 7 2004

BKPSDMD Prov. Kep. Bangka Belitung
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Jumlah Perkantoran dan Aula

Tabel 1.6.

Luas Per
. Jumlah , Tahun
No Uraian Ruangan ruangan Kapasitas
Ruangan (M?) Bangun
GEDUNG KANTOR GUNUNG MENUMBING
1 | Ruang Kepala Badan 1 7x6 1
2 | Ruang Sekretaris 1 5x5 1
3 | Ruang Rapat 1 6x5 -
4 | Ruang Perencanaan 1 10x5 6
5 | Ruang Bagian/Bidang 4 3x3 6 2004
6 | Ruang Staf 1 20x5 30
7 | Ruang Dapur 1 25x5 -
GEDUNG AULA GRAHA TAMA WIYATA
8 | Aula Il Graha Tama 1 26 x 22 500 2007
Wiyata
GEDUNG AULA GRAHA NATAR PRAJA
9 | Aula | Graha Natar 1 20x 12 120 2004
Praja

Disamping sarana prasarana diatas juga terdapat sarana pendukung lain

yang mendukung kelancaran tugas dan operasional pelayanan yang secara garis

besar dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Daftar Aset BKPSDM Provinsi

Tabel 1.7.

No Nama Barang Jumlah Keterangan

1. | Tanah 78.766 m?

2. | Komputer + Laptop 254 Unit kantor + ruang CAT
AC 284 Unit

4. | Telepon & Faximile 2 Unit

5. | Scanner + Printer 11 + 95 Unit

6. Mesin Fotocopy 3 Unit

7. Server 7 Unit

8. | Kursi 1.718 Unit Kursi kerja+kursi

rapat
9. | Meja 529 Unit

BKPSDMD Prov. Kep. Bangka Belitung
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10. | Fortal jaringan (Web site) 1 paket aktif
11. | Jaringan LAN 1 Paket aktif
12. | Ruang front desk pelayanan 1 ruangan baik
13. | Meja tamu 3 Set
14. | Kendaraan operasional

a. Roda 4 4 Unit

b. Roda2 & 3 3 Unit
15. | Genset 1 Unit baik

Sumber: Subbag Umum BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

I.5. Permasalahan Utama (Strategic Issued)
Isu strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih pada
rendahnya profesionalitas aparatur. Seluruh sumber daya yang dimiliki
dikerahkan untuk mengatasi isu strategis ini. Namun, dalam implementasi
program/kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2018,

terdapat beberapa permasalahan utama yang dihadapi yaitu sebagai berikut:

1). Penjaminan mutu kediklatan.

Kebijakan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung untuk menjadikan lembaga
Diklat BKPSDMD menjadi rujukan penyelenggaraan kediklatan di Wilayah
Barat yang ditargetkan terwujud dalam 3 (tiga) tahun harus diawali dengan
peningkatan dan penjaminan mutu kediklatan. Namun hal ini masih
terhambat disebabkan lembaga pemerintah penyelenggara kediklatan TIDAK
MANDIRI. Penggabungan unit kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan, Badan
Kepegawaian Daerah, dan Sekretariat KORPRI mengakibatkan kewenangan
pelaksanaan fungsi dan anggaran pengembangan kompetensi SDM menjadi
terbatas.

2). Kedisiplinan PNS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum optimal
Banyak upaya untuk mendisiplinkan PNS tidak diakomodir dan program
tunjangan kinerja (Tukin) yang telah dimulai pada tahun 2018 belum optimal

sehingga masih membutuhkan pengembangan.
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3). Aplikasi kepegawaian belum optimal dan terintegrasi.
Beberapa aplikasi kepegawaian masih belum optimal sehingga administrasi
masih banyak menggunakan kertas. Dengan aplikasi kepegawaian yang lebih
optimal, diharapkan program paperfess dapat mendorong pencapaian
reformasi birokrasi dan penataan arsip. Saat ini juga aplikasi masih bersifat
sektoral belum terintegrasi dengan baik. Banyaknya aplikasi yang harus
ditangani dan diremajakan berdampak pada besarnya sumber daya
(manusia, waktu, anggaran) yang harus dikeluarkan setiap tahun.
4). Belum optimalnya perencanaan ASN.
Perencanaan ASN belum optimal karena rencana kebutuhan pegawai lima
tahunan belum sesuai dengan rencana strategis organisasi; Analisa Jabatan,
Analisa Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan belum berbasis TI; serta belum
adanya metode yang jelas dan terstruktur dalam menentukan rencana
distribusi pegawai.
5). Belum optimalnya pemberdayaan KORPRI dan pembekalan bagi pegawai
yang memasuki masa pensiun.
Sejak lembaga pelayanan KORPRI bergabung dengan lembaga pelayanan
kediklatan dan kepegawaian dalam 1 (satu) unit kerja BKPSDMD,
program/kegiatan pembinaan KORPRI hampir tidak mendapat peluang dari
segi penganggaran. Padahal anggota KORPRI adalah seluruh ASN se-Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung. Beberapa program/kegiatan pembinaan seperti
bakti sosial KORPRI, bimbingan teknis bagi anggota yang memasuki masa
pensiun, dan lain-lain masih sangat dibutuhkan.
7). Belum optimalnya audit atau assesment, perencanaan pengembangan

karir, pola karir, promosi dan mutasi ASN.

I.6. Sistematika Penyajian
Laporan kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun dengan
sistematika yang tercantum pada Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:
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BAB I Pendahuluan.

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan

penekanan kepada aspek strategis organisasi serta

permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi
organisasi.

BAB II Perencanaan Kinerja.
Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja
tahun 2019.

BAB III Akuntabilitas Kinerja.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada subbab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk

setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai

dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap
pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis
capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun
2019;

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian
kinerja tahun 2019 dengan tahun 2018 dan beberapa tahun
terakhir;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun
2019 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam
dokumen perencanaan strategis organisasi;

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2019 dengan
standar nasional;

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau
peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang
telah dilakukan;

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran.

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan
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dan vyang telah digunakan untuk mewujudkan Kkinerja
organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.
BAB IV Penutup.
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja
organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan
dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
Lampiran 1. Indikator Kinerja Utama
2. Perjanjian Kinerja
3. Lain-lain yang dianggap perlu
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BAB i

PERENCANAAN KINERJA

II.1. Perencanaan Strategis
I1.L1.1. Visi dan Misi

Visi adalah rumusan umum mengenai cita-cita yang diinginkan
pada akhir periode perencanaan. Visi Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana ditetapkan dalam
Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14
Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022
adalah:

“Babel Sejahtera, Provinsi Maju, yang Unggul di Bidang Inovasi
Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan

Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”.

Pernyataan visi ini mengandung lima makna yaitu:
1) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah wilayah administratif

yang terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun
2000 yang di dalamnya terdapat masyarakat yang harus dilayani
Pemerintah.

2) Sejahtera; menunjukkan bahwa masyarakat Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung Tingkat pendapatan masyarakatnya terus
meningkat dan kesenjangan pendapatan antar masyarakat relatif
kecil.

3) Maju; adalah keinginan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung yang terus membangun, berpikir jauh ke depan dan
kreatif bukan hanya setara dengan daerah lain di Indonesia tetapi
juga sejajar dengan daerah di negara-negara maju yang dilakukan
melalui peningkatan kualitas SDM dan tata pemerintahan yang
baik (good governance).

4) Unggul dimaknai sebagai kapasitas dan kemampuan berkompetisi
yang dihasilkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam
berinovasi untuk menghadapi segala tantangan pembangunan

dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bangka
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Belitung, sehingga unggul di bidang inovasi agropolitan dan bahari
dengan dukungan semua sektor.

5) Efisien _dan _Cepat dimaknai mampu mengelola anggaran

pembangunan yang optimal dan hemat, dengan peningkatan
penggunaan e-Government (IT) dalam penyelenggaraan
pemerintahan.

6) Teknologi dimaknai dengan penerapan tata kelola pemerintahan
dan pelayanan publik yang efisien dan cepat serta berdaya saing
berbasis teknologiuntuk mendorong percepataan pencapaian Visi

dan misi.

Adapun misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya
yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam upaya untuk
mencapai visi yang telah ditetapkan, terdapat 6 (enam) misi
pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2017 —
2022, yaitu:

1) Meningkatkan pembangunaan ekonomi berbasis potensi
daerah.

Pernyataan misi ini mengandung makna:

a. Pembangunaan ekonomi adalah pembangunan bidang ekonomi
yang ditandai dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat
yang dilihat dari pertumbuhaan ekonomi, melalui peningkatan
produksi sektor-sektor ekonomi berbasis inovasi serta
peningkatan konsumsi pemerintah dan  masyarakat yang
diukur dari pendapatan perkapita masyarakat dan pengeluaran
pemerintah, peningkatan investasi, serta peningkatan ekspor.

b. Berbasis potensi daerah adalah pembangunan daerah dalam
meningkatkan pertumbuhaan ekonomi, yang diprioritaskan
kepada peningkatan sektor pertaniaan, perikanaan, pariwisata
dan pertambangan berkelanjutaan, serta industri pengolahan

dan perdagangan sesuai dengan potensi daerah.
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2) Mewujudkan infrastruktur dan konektifitas daerah yang
berkualitas.

Pernyataan misi ini mengandung makna:

a. Infrastruktur adalah  pembangunan infrastruktur  untuk
mendukung pengembangaan potensi daerah serta peningkatan
pelayanaan publik yang berkualitas.

b. Konektifitas daerah adalah memastikan terhubungnya semua
daerah di wilayah provinsi Kepulauaan Bangka Belitung,
sehingga mobilisasi penduduk, barang dan jasa semakin cepat,

efisien dan berkualitas.

3) Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal.
Pernyataan misi ini mengandung makna:
a. Sumber daya manusia adalah seluruh masyarakat di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung.
b. Unggul dan handal adalah mempunyai tingkat pendidikan
kompetensi dan daya saing yang baik yang diukur dari Rata-
rata lama sekolah dan kemampuan bersaing ditengah-tengah

pembangunan.

4) Meningkatkan kesehatan masyarakat.
Pernyataan misi ini mengandung makna: Kesehataan Masyarakat
adalah tingkat kesehatan seluruh masyarakat di Provinsi
Kepulauaan Bangka Belitung yang dibangun agar mempunyai
derajat kesehataan yang tinggi yang diukur dari Angka Usia

Harapan Hidup.

5) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan
pembangunan demokrasi.

Pernyataan misi ini mengandung makna:

a. Tata Kelola Pemerintahaan yang baik adalah tata kelola
penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang terlihat dari
birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan
efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanaan publik yang

berkualitas.

BKPSDMD Prov. Kep. Bangka Belitung Page 18



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BRELIV W ok k]

b. Pembangunaan demokrasi adalah pembangunan yang menitik
beratkan kepada peningkatan kebebasan sipil masyarakat,
peningkatan partisipasi politik masyarakat serta lembaga

demokrasi.

6) Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan
hidup.

Pernyataan misi ini mengandung makna:

a. Pengendalian bencana adalah kemampuan dan kecepatan
mengendalikan bencana mulai dari sebelum terjadi bencana,
saat terjadi bencana dan setelah terjadi bencana untuk untuk
meminimalisir korban bencana dan kerusakan akibat bencana.

b. Kualitas lingkungan hidup adalah pembangunaan yang
dilakukan melalui pendekatan pembangunan  yang
berkelanjutaan dengan memperhatikan daya dukung
lingkungan serta ramah terhadap lingkungan, serta upaya

pemulihan lingkungan yang telah rusak.

Pada tahun 2019 dokumen Rencana Strategis Perangkat
Daerah mengalami perubahan disebabkan adanya penyesuaian dari
hasil pendampingan/ coaching oleh Tim Satuan Petugas SAKIP
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan evaluasi dari
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi pada pertengahan tahun 2018. Perubahan-perubahan
dimaksud mulai dari penyesuaian nomenklatur maupun target
indikator  kinerja (sasaran, program, kegiatan); dan efisiensi
program/kegiatan (5 program menjadi 4 program).

Pada awal penyusunan dokumen perencanaan strategis Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk untuk mendukung
pencapaian visi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan

Pencapaian Misi ke-1 yaitu Meningkatkan pembangunan ekonomi

berbasis potensi daerah, dan Misi ke-5 yaitu Mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi. Namun dari

hasil evaluasi, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
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Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hanya

berkontribusi mendukung capaian Misi ke-5 saja.

[1.1.2. Tujuan dan Sasaran

Perubahan dokumen Rencana Strategis yang dilakukan Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada awal tahun 2019 termasuk
menyesuaikan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga
sasaran yang semula ada 3 yakni 1). Meningkatnya Pelayanan
Kediklatan; 2). Meningkatnya Kompetensi Aparatur; dan 3).
Meningkatnya Disiplin dan Kinerja Aparatur; menjadi 2 sasaran yakni
1). Meningkatnya Kompetensi Aparatur; dan 2). Meningkatnya
Disiplin dan Kinerja Aparatur.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 merupakan
penjabaran dari tujuan dan sasaran jangka menengah yang
tercantum dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun
2017-2022. Tabel berikut menjelaskan keterkaitan antaran Tujuan
dan Sasaran Jangka Menengah pada Rencana Strategis (Renstra)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022
dengan Tujuan dan Sasaran pada RJPMD Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung Tahun 2017-2022.

Tabel 2.1.

Keterkaitan Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan

Sasaran Renstra BKPSDMD

RPIMD RENSTRA

Vis|

MISI TUJUAN INDIKATOR | SASARAN INDIKATOR TUJUAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR

@)

@ €) @) ©) (©) @) @) © (10)

Babel
Sejahtera,
Provinsi Maju
yang Unggul di
Bidang Inovasi
Agropolitan
dan Bahari
dencan Tata

Mewujudkan Tata  |Terwujudnya  (Indeks Birokrasi yang  (Indeks Meningkatkan  {Indeks Meningkatnya Persentase ASN
Kelola Pemerintahan |reformasi Reformasi efektif dan Profesionalitas |Profesionalitas  |Profesionalitas  {Kompetensi yang memenuhi
Yang Baik dan birokrasi yang  |Birokrasi efisien ASN Aparatur ASN Aparatur kompetesi sesuai
Pembangunan berkualitas (SASARAN KE-1) |dengan jabatan
Demokrasi
(MISIKE-5)

Meningkatnya Persentase ASN
Disiplin dan yang capaian
Kinerja Aparatur ~ |kinerja
(SASARAN KE-2) |berkategori baik
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[1.1.3. Strategi dan Kebijakan

Untuk menjamin pencapaian target tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan, maka diperlukan strategi dan kebijakan pelaksanaan
pembangunan bidang kepegawaian dan pengembangan SDM
aparatur. Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan
komperehensif tentang bagaimana Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan
efisien. Melalui pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat
digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi,
dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja
mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program
yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut
dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya
memberbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan
pemanfaatan teknologi informasi.

Keselarasan antara tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada tabel
dibawabh ini:

Tabel 2.2.

Keselarasan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Renstra BKPSDMD

TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN

1) 2 3 4

Aparatur

Meningkatkan Profesionalitas |Meningkatnya Kompetensi Pemanfaatan Sumber Daya |1. Penyusunan perencanaan

Aparatur dalam perencanaan, kepegawaian secara
(SASARAN KE-1) pengembangan, dan komprehensif;
penempatan berdasarkan
kompetensi pegawai 2. Peningkatan kompetensi
melalui pendidikan dan
pelatihan;

3. Pemetaan dan penilaian
kompetensi pegawai;

4. Seleksi JPT, mutasi, dan
rekruitment secara terbuka dan
akuntabel.

Meningkatnya Disiplin dan - Pemanfaatan teknologi Penerapan reward and
Kinerja Aparatur informasi dan absensi funishment kepada pegawai
(SASARAN KE-2) terintegrasi dalam penerapan |secara adil

disiplin pegawai;

- Penerapan tunjangan
berbasis kompetensi
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Adapun indikator tujuan dan sasaran Rencana Strategis Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan Indikator Kinerja
Kunci dan Indikator Kinerja Utama. Dengan target setiap tahunnya

telah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Indikator Kinerja Kunci BKPSDMD
NO. TUJUAN RENSTRA INDIKATOR 2018 2019 2020 2021 2022
(1) (2) 3) (4) (5 (6) (7) (8)
L llg/ll’eor;glsglzi;igs Aparatur Zg?\ll ek Profesionalies 63 65 69 70 2
Untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja BKPSDMD dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi digunakan alat ukur yaitu Indikator
Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan berdasarkan isu-isu strategis
sesuai dengan tugas dan fungsi dan sasaran strategis BKPSDMD.
Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPSDM adalah sebagai
berikut:
Tabel 2.4.
Indikator Kinerja Utama BKPSDMD
NO. SASARAN RENSTRA INDIKATOR 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

(1) (2) 3 (4) (5 (6) (7) (8
1 |Meningkatnya Kompetensi |Persentase ASN yang

Aparatur memgnuhi kom.petensi 5006 59% 68% 7% 86%
sesuai dengan jabatan

2 [Meningkatnya Disiplin dan [Persentase ASN yang

Kinerja Aparatur capaian kinerja berkategori 56% | 99,71% | 99.75% | 99.79% | 99.82%
minimal baik

Realisasi Indikator Kinerja Utama seperti pada tabel di atas

dihitung dengan formulasi sebagai berikut:
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Tabel 2.5.

Formulasi Penghitungan Capaian Realisasi Target IKU

NO. Indikator Kinerja Utama Formula
(1) (2) (3)
1 | Persentase ASN yang Jumlah ASN yang Kompeten / Jumlah
memenuhi kompetensi sesuai | Pegawai ASN Provinsi x 100%
dengan jabatan
2 | Persentase ASN yang (Jumlah ASN Yang Berkinerja Baik - Jumlah
capaian kinerja berkategori ASN yang Mendapat Hukuman Disiplin) /
minimal baik Jumlah Pegawai ASN Provinsi x 100%

Berdasarkan tabel di atas dapat diuraikan teknik penghitungan
realisasi capaian IKU BKPSDM vyaitu :

1. Persentase ASN yang memenuhi kompetensi sesuai dengan
jabatan.
Capaian ini dapat dihitung melalui pengisian indeks profesionalitas
ASN terhadap seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung yang dibandingkan dengan seluruh
jumlah pegawai ASN dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung.

2. Persentase ASN yang capaian kinerja berkategori baik.
Capaian ini sementara dapat dihitung secara manual melalui
capaian kinerja individu melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)
pegawai atau nilai Sasaran Kerja Pegawai (SKP)/e-kinerja. Namun
kedepan dapat dihitung melalui pemanfaatan teknologi penerapan
tunjangan berbasis kinerja dilingkungan Pemerintah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung yang dibandingkan dengan seluruh
jumlah pegawai ASN dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPSDMD Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung tersebut dilakukan melalui pelaksanaan
4 (empat) program yang terdiri dari:

1. Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah;

2. Program Pengadaan Pegawai, Mutasi, Promosi, dan
Kepangkatan;

3. Program Penilaian Kinerja, Disiplin, Informasi, dan Kesejahteraan
ASN: dan
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4. Program Pengembangan SDM Aparatur Sipil Negara;

I1.1.4. Rencana Kinerja Tahunan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
Nomor 59 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung, Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah mempunyai tugas
pokok membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan
pemerintahan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber
daya manusia daerah yang menjadi kewenangan provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan dalam
Peraturan  Gubernur di atas, Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung diamanatkan untuk melaksanakan program
pembangunan daerah yang  tercantum dalam RPJMD, yang
selanjutnya dijabarkan menjadi 4 (empat) program Perangkat Daerah

Adapun Rencana Kinerja Tahun 2019 Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung beserta program/kegiatan pada tahun berkenaan

adalah sebagai berikut:
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hun

Tabel 2.6.
Rencana Kinerja Tahunan BKPSDMD

TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN
(1) (2) (3) 4) (5) (6)
Meningkatkan Meningkatnya Kompetensi|Pemanfaatan Sumber Peningkatan kompetensi Program Pengembangan kompetensi
Profesionalitas Aparatur |Aparatur ~ (SASARAN |Daya dalam perencanaan, |melalui pendidikan dan Pengembangan dasar dan manajerial
KE-1) pengembangan, dan pelatihan; Sumber Daya Manusia

penempatan berdasarkan
kompetensi pegawai

ASN

Pengembangan Kompetensi
Teknis dan Fungsional

Peningkatan pendidikan
formal

Peningkatan mutu kediklatan

Ujian Dinas dan Seleksi
Diklatpim lll dan IV

Penyusunan perencanaan
kepegawaian secara
komprehensif

Program Pengadaan
Pegawai, Mutasi,
Promosi dan

Seleksi JPT, mutasi, dan
rekruitment secara terbuka
dan akuntabel.

Kepangkatan

Perencanaan ASN

Pengadaan CASN dan Seleksi
Penerimaan Calon Praja/Sekolah
Kedinasan Lainnya

Pengelolaan administrasi
kepangkatan dan pensiun

Promosi dan mutasi ASN

Meningkatnya Disiplin dan
Kinerja Aparatur
(SASARAN KE-2)

- Pemanfaatan teknologi
informasi dan absensi
terintegrasi dalam
penerapan disiplin
pegawai;

- Penerapan tunjangan
berbasis kompetensi

Penerapan reward and
funishment kepada pegawai
secara adil

Program Penilaian
Kinerja, Disiplin,
Informasi dan
Kesejahteraan ASN

Monitoring dan evaluasi
kinerja ASN

Pembinaan ASN

Penguatan sistem informasi
dan pengelolaan
databasef/arsip kepegawaian

Peningkatan kesejahteraan
ASN
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.2.

Perjanjian Kinerja

Mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Perjanjian kinerja adalah
lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang
lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan
program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian
kinerja dapat diharapkan terwujudnya komitmen penerima amanah dan
kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur
tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang
tersedia.

Di lingkup Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, telah
dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 oleh kepala
Perangkat Daerah, termasuk Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung dengan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (terlampir).

Adapun sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang

diperjanjikan sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.7.
Perjanjian Kinerja BKPSDMD
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019

NO.

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

(@) 3) (4)

(1)
1.

Meningkatnya Persentase ASN yang memenubhi 59%
Kompetensi Aparatur kompetensi sesuai dengan jabatan

Meningkatnya Disiplin dan | Persentase ASN yang prestasidan | 99,71%
Kinerja Aparatur perilaku kerja berkategori Baik
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Tabel 2.8.
Program dan Anggaran dalam Perjanjian Kinerja BKPSDMD
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019

PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN
(Rp)
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah 8.689.426.924,00 APBD
Program Pengadaan Pegawai, Mutasi, 1.902.015.000,00 APBD
Promosi, dan Kepangkatan
Program Penilaian Kinerja, Disiplin, Informasi 5.205.277.000,00 APBD
Dan Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara
Program Pengembangan Sumber Daya 7.486.508.400,00 APBD
Manusia Aparatur Sipil Negara
TOTAL 23.283.227.324,00

I1.3. Ikhtisar Perjanjian Kinerja

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah sebagai wujud nyata
komitmen antara Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Gubernur
Kepulauan Bangka Belitung untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas,
transparansi, dan kinerja aparatur. Selain itu juga menciptakan tolok ukur
kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, sebagai dasar penilaian
keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta
sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; sebagai dasar bagi
Gubernur Kepulauan Bangka Belitung untuk melakukan monitoring, evaluasi
dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja Kepala Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung.

Berikut ikhtisar dari Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung.

1. Meningkatnya kompetensi aparatur;

Salah satu kendala dalam menjadikan ASN yang profesional adalah
tingginya gap kompetensi pegawai yang dilihat dari kesesuaian jabatan,
kesesuaian tingkat pendidikan, kesesuaian pelatihan dengan jabatan, dan
pengalaman jabatan. Dengan tingginya gap kompetensi pegawai tentu akan

berdampak buruk pada pelayanan kepada masyarakat. Banyak pekerjaan
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akan terbengkalai sehingga pegawai sulit mengeluarkan kemampuan sesuai
dengan bidangnya. Akibatnya pegawai lebih banyak mengerjakan pekerjaan
lain dibandingkan dengan tugas pokoknya. Oleh karena itu menjadi tugas
penting BKPSDM dalam mengelola ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung agar memiliki kesesuaian kompetensi. Semakin
sesuainya pegawai dengan standar kompetensi yang dimilikinya maka dapat
meningkatkan indeks profesionalitas ASN dan pada akhirnya akan
meningkatkan indeks reformasi birokrasi.

2. Meningkatnya disiplin dan kinerja aparatur;

Isu rendahnya disiplin dan kinerja ASN sudah merupakan isu sentral ASN.
Lambannya pelayanan, banyaknya kasus indispliner, KKN dan lain
sebagainya. Tingginya gap capaian disiplin dan kinerja ini menjadi point
BKPSDM dalam mengevaluasi kembali capaian kinerja ASN di lingkungan
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Apalagi penilaian kinerja
saat ini sudah mulai diarahkan pada aspek dan metoda yang lebih terukur,
mulai dari orientasi pelayanan, integritas, disiplin, komitmen, kerjasama, dan
kepemimpinan. Dengan pertimbangan tingkat capaian kinerja ini sangat
memungkinkan untuk memberlakukan Reward and Punishment kepada
pegawai. Dengan semakin tingginya capaian kinerja pegawai maka gap
disiplin dan kinerja akan semakin kecil dan juga akan menaikkan Indeks
Profesionalitas ASN yang pada akhirnya berpengaruh baik pada Indeks
Reformasi Birokrasi.
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BAB Il

AKUNTABILITAS KINERJA

[lI.1. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014
tentang tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Menjelaskan bahwa akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban
suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan /
kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan
para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi
secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui
laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Sesuai perjanjian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung tahun 2019, terdapat 1 tujuan strategis dan 2 sasaran strategis
dengan masing-masing 1 indikator, yakni:

A. Tujuan Strategis
Meningkatkan Profesionalitas ASN

B. Sasaran Strategis
1). Meningkatnya Kompetensi Aparatur; dan
2). Meningkatnya Disiplin dan Kinerja Aparatur

Selanjutnya pengukuran kinerja dari sasaran strategis dalam
Perjanjian Kinerja, BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
menggunakan kategorisasi/predikat capaian kinerja sebagaimana dimuat
dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja
Interval Nilai Realisasi
No. Klnerja Predikat Kinerja
1 91< 100 Sangat Tinggi ST
2 76 <90 Tinggi T
3 66 <75 Sedang S
4 51<65 Rendah R
5 .<50 Sangat Rendah SR
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I11.1.1. Pembandingan target dan realisasi kinerja tahun 2019

Adapun pengukuran capaian kinerja pada indikator tujuan
BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 dapat

dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2.
Capaian Kinerja Tujuan BKPSDMD

Provinsi Kepulauan bangka Belitung Tahun 2019

TUJUAN INDIKATOR TINGKAT | PREDIKAT
Nek RENSTRA KINERJA TARGET | REALISASI [ capajaN | KINERJIA
1) (2 3) 4) (5) (6) )
mgg:(”sgkat”ya Nilai Indeks Sangat
i 1 0,
L | profesionalitas Profesionalitas 65 70,18 108% Tinggi
ASN ASN

Sumber: Data Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2019 diolah

Adapun pengukuran capaian kinerja pada indikator sasaran
BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 dapat
dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3.

Capaian Kinerja Sasaran BKPSDMD

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019

SASARAN INDIKATOR TINGKAT PREDIKAT
MOk STRATEGIS KINERJA UARESI ) HRSASE ] CAPAIAN KINERJA
1) (2 ®3) 4) (5) (6) ()
Persentase
Meningkatnya gselr\lngﬁﬂﬁi
1. | Kompetensi K . 59% 78,75% 133% Sangat Tinggi
ompetensi Y
Aparatur :
sesuai dengan
jabatan
Persentase
Meningkatnya | ASN yang
Disiplin dan prestasi dan o o 0 _—
2. Kinerja prilaku kerja 99,71% | 99,89% 100% Sangat Tinggi
Aparatur berkategori
Baik

Sumber: Data SAKIP Tahun 2019 diolah
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I11.1.2. Pembandingan capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun 2018

Capaian kinerja BKPSDMD Provinsi kepulauan Bangka
Belitung tahun 2019 dapat dilihat bahwa tingkat profesionalitas
aparatur yang tercermin dalam Indeks Profesionalitas ASN sebagai
indikator tujuan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya,
dimana pada tahun 2018 tercatat realisasinya sebesar 65 dan naik
menjadi 70,18 pada tahun 2019 dengan tingkat kemajuan sebesar
8%. Sedangkan capaian sasaran pertama yaitu meningkatnya
kompetensi aparatur terhadap jabatan dengan indikator Persentase
ASN yang memenuhi kompetensi sesuai dengan jabatan
mengalami penurunan yakni 88,61% pada tahun 2018 menjadi
78,75% pada tahun 2019 dengan tingkat kemajuan -11%. Pada
sasaran kedua dengan indikator Persentase ASN yang capaian
kinerja berkategori minimal baik mengalami peningkatan dari
75,42% pada tahun 2018 menjadi 99,89% pada tahun 2019 dengan
tingkat kemajuan 32%.

Lebih jelas capaian kinerja tahun 2019 dibandingkan dengan

tahun 2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
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Tabel 3.4.
Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan dan Sasaran BKPSDMD Provinsi Kepulauan bangka Belitung Tahun 2019 dengan Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA KUNCI dan INDIKATOR KINERJA UTAMA
2018 2019 .
Tingkat
NO. | Tujuan dan Sasaran Renstra Indikator Definisi Operasional Tingkat Tingkat Kemajuan
Target | Realisasi Capaian (%) Anggaran Target | Realisasi Capaian (%) Anggaran (%)
(1) (2) (3) (4) (5 (6) (7) (8) (9) (10) (13) (12) (13)
TUJUAN RENSTRA
Meningkatnya Indeks o . . Lo
Nilai Indeks Profesionalitas | Nilai Indeks Profesionalitas
1 |Profesionalitas Aparatur Sipil . - 63 65 103% | Rp20.934.342.510 | 65 70,18 108% | Rp23.283.227.324| 8%
Aparatur Sipil Negara Aparatur Sipil Negara
Negara
SASARAN RENSTRA
Meningkatnya Kompetensi Persentase ASN yeng Jumlah ASN yang berkompeten
1 g P memenuhi kompetensi sesuai vene P 52% | 88,61% | 170% | Rp 9.308.772.580 ( 59% | 78,75% | 133% | Rp 9.388.523.400 | -11%
Aparatur : /Jumlah ASN x 100
dengan jabatan
(DOTAHUN 2018)
Jumlah ASN yang memiliki nilai SKP
minimal Baik /Jumlah ASN x 100
Meningkatnva Disiolin dan Persentase ASN yang capaian
2 grainya BIsIp kinerja berkategori minimal (DOTAHUN2019) 56% | 75,42% | 135% | Rp 2.105.411.100(99,71%| 99,89% | 100% | Rp 5.205.277.000 | 32%
Kinerja Aparatur baik (Jumlah ASN yang memiliki nilai SKP
minimal Baik - Jumlah ASN yang
mendapatkan hukuman disiplin) /
Jumlah ASNx 100
Page 32
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l11.1.3. Pembandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019

dengan target jangka menengah

Untuk melihat pembandingan realisasi kinerja tujuan dan

sasaran Tahun 2019 dengan target tujuan dan sasaran pada akhir

periode Renstra BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2017-2022, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.5.

Pembandingan Realisasi Kinerja Tujuan dan Sasaran s.d. Akhir Periode Renstra

BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

TARGET
KONDISI
REALISASI KINERJA
PADA AWAL PADA | G N
NO. SASARAN INDIKATOR AKHIR
PERIODE AKHIR
RENSTRA RENSTRA PERIODE RENSTRA
B 2018 2019 RENSTRA
A (2022)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
TUJUAN RENSTRA
Meningkatnya Nilai Indeks
Indeks Profesionalitas
1 Profesionalitas - 60 65 70,18 72 97,47%
L Aparatur Sipil
Aparatur Sipil
Negara
Negara
SASARAN RENSTRA
Persentase ASN
Meningkatnya me\r/:gr%uhi
1 Kompetensi ! 33% 88,61% | 78,75% 86% 91,57%
kompetensi
Aparatur .
sesuai dengan
jabatan
Meningkatnya Persentase_ASN
Disiplin dan yang capaian
2 Kiner'a kinerja 37% 75,42% | 99,89% | 99,82% 100,07%
A araiur berkategori
P minimal baik
Sumber: Data SAKIP Tahun 2019 diolah
l11.1.4 Pembandingan realisasi kinerja tahun 2019 dengan

standar nasional

Untuk capaian kinerja BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung yang dapat dibandingkan adalah kinerja Tujuan yaitu nilai

Indeks Profesionalitas ASN, sedangkan kinerja sasaran tidak dapat

dibandingkan

karena pemerintah pusat

tidak menggunakan
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indikator sasaran yang sama dengan BKPSDMD Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung.
Adapun pembandingan realisasi kinerja tahun 2019 dengan

standar nasional dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.6.
Pembandingan Realisasi Kinerja Tujuan BKPSDMD
Dengan Standar Nasional Tahun 2019

PROVINS| KEPULAUAN
NASIONAL
NO TUJUAN INDIKATOR BANGKA BELITUNG
TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI
() @ 3 (4) ©) (6) (7)
1. |Meningkatnya |Indeks
Profesionalitas | Profesionalitas | 78 67,33 65 70,18
ASN ASN

Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 3.6. dapat
diketahui bahwa Indeks Profesionalitas ASN nasional ditetapkan
lebih tinggi daripada Indeks Profesionalitas ASN yang ditetapkan
oleh BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Target ini
ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya
yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
baik sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, dan
lain sebagainya. Adapun target Indeks Profesionalitas ASN yang
ditetapkan BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
meskipun tidak setinggi target nasional, namun dapat direalisasikan

bahkan melebihi target.

[11.1.5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/
penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi kinerja tujuan dan sasaran BKPSDMD Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung adalah merupakan akumulasi dan

kompilasi dari capaian kinerja seluruh program/kegiatan. Secara

umum seluruh program dan kegiatan BKPSDMD Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggarn 2019 telah selesai

dilaksanakan. Dari pelaksanaan semua program/kegiatan tersebut,
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terdapat sejumlah faktor penyebab keberhasilan/kegagalan atau
peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang
telah dilakukan. Hal tersebut didasarkan pada hasil pengendalian
dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja sampai dengan triwulan 1V
tahun 2019. Lebih rinci diuraikan sebagai berikut:

A. Faktor Penghambat

1). Realisasi kinerja BKPSDMD Provinsi Kepulauan bangka
Belitung Tahun 2019 pada sasaran Meningkatnya
Kompetensi Aparatur Terhadap Jabatan dengan indikator
Persentase ASN Yang Memenuhi Kompetensi Sesuai Dengan
Jabatan dari target 59% terealisasi 78,75%. Capaian ini
melebihi target yang telah ditetapkan namun mengalami
penurunan apabila dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar
-11%. Kondisi tersebut tak lepas dari faktor tidak mandirinya
lembaga kediklatan karena masih bergabung dengan Badan
Kepegawaian dan Sekretariat KORPRI. Kondisi ini
menyebabkan kemampuan anggaran maupun SDM
penyelenggara Diklat menjadi sangat tidak memadai akibat
beban pekerjaan yang semakin berat.

2). Realisasi kinerja BKPSDMD Provinsi Kepulauan bangka
Belitung Tahun 2019 pada sasaran Meningkatnya Disiplin
dan Kinerja ASN dengan indikator Persentase ASN yang
capaian kinerja berkategori minimal baik dari target 99,71%
terealisasi 99,89%. Capaian ini melebihi target yang telah
ditetapkan dan dibandingkan dengan tahun 2018 mengalami
peningkatan sebesar 32%. Kondisi ini menunjukkan bahwa
tingkat disiplin dan kinerja pegawai di lingkungan
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung semakin
baik. Namun didalam pelaksanaan program/kegiatan
BKPSDMD selaku instansi pembina kepegawaian masih
terdapat kendala yang menjadi faktor penghambat antara
lain belum efektifnya implementasi aplikasi terintegrasi

presensi dan e-kinerja (SKP online).
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B. Faktor Pendorong

1). Realisasi capaian sasaran Meningkatnya Kompetensi
Aparatur Terhadap Jabatan dengan indikator Persentase
ASN Yang Memenuhi Kompetensi Sesuai Dengan Jabatan
dapat terealisasi melebihi target dipengaruhi oleh faktor
pendorong adanya Surat Edaran Kepala Daerah bagi
Pejabat Struktural untuk meningkatkan kompetensi di bidang
pengadaan barang/jasa dan didorong dengan meningkatnya
kesadaran pegawai akan hak mendapatkan kesempatan
mengembangkan kompetensi minimal 20 JP pertahun.

2) Realisasi capaian sasaran Meningkatnya Disiplin dan Kinerja
ASN dengan indikator Persentase ASN yang capaian kinerja
berkategori minimal baik dapat terealisasi melebihi target
dipengaruhi oleh faktor pendorong menurunnya kasus
pelanggaran disiplin yang dillakukan oleh Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung.

[11.1.6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Pada Tahun Anggaran 2019, BKPSDMD Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung melaksanakan 4 (empat) program dengan 19
(sembilan belas) kegiatan. Anggaran Belanja Tidak Langsung tahun
2019 sebesar Rp19.220.969.931,00 dengan realisasi sebesar
Rp15.626.091.271,00 atau 81,30%. Sedangkan Anggaran Belanja
Langsung tahun 2019 sebesar Rp23.283.227.324,00. dengan
realisasi sebesar Rp21.188.559.727,00 atau 91,00%. Total realisasi
secara keseluruhan Belanja BKPSDMD tahun anggaran 2019 yakni
86,61% dengan realiasi fisik sebesar 98,90%. Adapun capaian
realisasi kinerja (capaian outcome program dan output kegiatan)
pada angka 92,08% berarti realisasi kinerja diatas interval 91%-
100% yang merupakan kriteria penilaian kinerja “SANGAT TINGGI”.

Dilihat dari pembandingan antara realisasi kinerja dan
realisasi anggaran dapat ditarik kesimpulan bahwa Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan efisensi
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.1.7.

penggunaan sumber daya khususnya anggaran terlihat dari
perbandingan antara realisasi keuangan dengan realisasi fisik
sebesar 86,61 :

menyisakan anggaran sebesar Rp5.689.546.257,00.

98,90 dengan rasio sebesar 8 : 9 dan masih

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Terdapat 4 (empat) program dan 19 (Sembilan Belas)
kegiatan yang menjadi penunjang keberhasilan pencapaian kinerja
sasaran BKPSDMD, dimana realisasi Kinerja program/kegiatan
BKPSDMD pada tahun 2019 secara rata-rata mencapai 92,08%
dari target 100%. Outcome program dan output kegiatan terdiri dari
beberapa indikator yang ditetapkan sebagai alat ukur tingkat
keberhasilan masing-masing program/kegiatan. Indikator program
dan kegiatan yang sudah/tidak tercapai disajikan dalam tabel-tabel
berikut:

Tabel 3.7.

Realisasi Outcome Program Terhadap Capaian Sasaran BKPSDMD Tahun 2019

INDIKATOR TINGKAT
NO | SASARAN TUJUAN/ PROGRAM INDIKATOR TARGET | REALISASI | CAPAIAN
SASARAN PROGRAM KINERJA
@ (2) 3 (4 ©) (6) (7) (8)
1. | Meningkatnya | Persentase Program Persentase 96% 48,18% 50,18%
Kompetensi | ASN yang | Pengembangan | Pegawai ASN
Aparatur memenuhi Sumber Daya | Yang
terhadap kompetensi Manusia ASN | Memenuhi
jabatan sesuai Kompetensi
dengan Dasar dan
jabatan; Manajerial
Persentase 42% 19,97% 47,54%
Pegawai ASN
Yang
Meningkat
Kompetensi
Teknis dan
Fungsional
Nilai Akreditasi 81 85,88 106,02%
Diklat
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NO

SASARAN

INDIKATOR
TUJUAN/
SASARAN

PROGRAM

INDIKATOR
PROGRAM

TARGET

REALISASI

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

@

(2)

3

(4)

(%)

(6)

(7)

(8

Persentase
Pegawai ASN
Yang
Meningkat
Pendidikan

Formalnya

39,90%

25,33%

63,48%

Program
Pengadaan
Pegawai,
Mutasi,
Promosi, dan

Kepangkatan

Persentase

Pemenuhan
Pegawai
Sesuai Dgn
Kebutuhan &

Formasi.

87%

26,66%

30,64%

Persentase
Pegawai ASN
Yang
Ditempatkan
Sesuai Dengan

Kompetensi.

74%

113,53%

153,42%

Persentase
Pegawai ASN
Naik Pangkat
dan Pensiun
Tepat Waktu

92%

119,60%

130%

Meningkatnya
Disiplin  dan

Kinerja ASN

Persentase
ASN yang
capaian
kinerja
berkategori
baik

Program
Penilaian
Kinerja,
Disiplin,
Informasi  dan
Kesejahteraan

ASN

Persentase
ASN Yang SKP
nya Dinilai
Tepat Waktu

65%

63,23%

97,28%

Persentase
Akurasi Data
dan informasi

Kepegawaian

84%

84%

100%

Persentase
Kasus
Pelanggaran

Disiplin Minimal

0,15%

0,11%

73,33%

BKPSDMD Prov. Kep. Bangka Belitung

Page 38




LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

INDIKATOR TINGKAT
INDIKATOR
NO | SASARAN TUJUAN/ PROGRAM TARGET | REALISASI | CAPAIAN
PROGRAM
SASARAN KINERJA
1) (2 3 (4) (5) (6) (7) (8
Sedang
Persentase 2,19% 10% 456,62%
ASN Yang
Menerima
Penghargaan

Sumber: Data Pengendalian dan Evaluasi RENJA BKPSDMD Tahun 2019 diolah

Selanjutnya,

capaian

kegiatan

pada

program  yang

mendukung capaian sasaran BKPSDMD sebagaimana disajikan

pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.8.
Realisasi Output Kegiatan pada Program Pengembangan Sumber Daya
Manusia ASN Tahun 2019

TINGKAT
TARGET
CAPAIAN
TARGET REALISASI AKHIR
NO URAIAN TAHUN
(Orang) (Orang) - RENSTRA
n
(Orang
(%)
@ (2) 3 (4) (5 (6)
1. |Persentase Pegawai ASN Yang Memenuhi Kompetensi Dasar dan Manajerial
Diklat Kepemimpinan 40 40 100% 720
Diklat Dasar 360 343 95,28% 600
2. | Persentase Pegawai ASN Yang Meningkat Kompetensi Teknis dan Fungsional
Diklat teknis dan
) 660 1077 163,18% 4880
fungsional
3. | Persentase Pegawai ASN Yang Meningkat Pendidikan Formalnya
Beasiswa dan Cost 40 34 85% 35
Sharing
4. | Nilai Akreditasi Diklat
Nilai Akreditasi Diklat 81 85,88 106,02% 83,50

Sumber: Data Pengendalian dan Evaluasi RENJA BKPSDMD Tahun 2019 diolah
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Berdasarkan data tabel 3.8. dapat dilihat bahwa
Pengembangan Sumber Daya Manusia ASN yang dilaksanakan
oleh BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah
dilaksanakan dan berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari
realisasi pelaksanaannya dengan jumlah ASN di lingkup
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mengikuti
dan lulus dalam pengembangan kompetensi dasar dan manajerial
sebanyak 383 ASN vyang terdiri dari peserta pendidikan dan
pelatihan kepemimpinan sebanyak 40 ASN dan peserta pendidikan
dan pelatihan dasar sebanyak 343 CASN. Pada pengembangan
kompetensi teknis dan fungsional diikuti oleh 1.077 orang yang
terdiri dari 887 PNS dan 190 Anggota DPRD peserta pendidikan
dan pelatihan teknis dan fungsional. Sedangkan ASN vyang
difasilitasi untuk ditingkatkan dan dikembangkan kapasitasnya
melalui beasiswa pendidikan dan Cost Sharing sebanyak 34 ASN
pada tahun 2019.

Pengukuran ketercapaian indikator program Persentase
Pegawai ASN Yang Memenuhi Kompetensi Dasar dan Manajerial,
diperlukan data pendukung dari masing-masing kegiatan yang telah
dilaksanakan dalam upaya untuk mengembangkan Kompetensi
Dasar dan Manajerial. Adapun data pendukung tersebut disajikan

dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.9.

Rekapitulasi Capaian Output Kegiatan Pengembangan Kompetensi

Dasar dan Manajerial Tahun 2019

NO INDIKATOR KEGIATAN LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH
@ (2) 3 (4) (5
1 | Jumlah ASN Yang Lulus Ujian Dinas (Orang) 100 94 194
Jumlah ASN yang Lulus Diklat Dasar (Orang) 152 191 343
Jumlah ASN yang Lulus Diklat Kepemimpinan
26 14 40
(Orang)
Jumlah 278 299 577

Sumber: Data Bidang Pengembangan SDM BKPSDMD Tahun 2019 diolah
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Pada indikator pengembangan kompetensi

teknis dan

fungsional, telah dilaksanakan pendidikan dan pelatihan yang diikuti

oleh 1.077 orang yang terdiri dari 18 Diklat/kontribusi diklat dengan

rincian sebagai berikut:

Tabel 3.10.

Rekapitulasi Capaian Kinerja Kegiatan Diklat Teknis dan Fungsional BKPSDMD

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019

NO DIKLAT/BIMTEK LAKI-LAKI PEREMPUAN | JUMLAH
(€ (2) 3 4 (5
1 | Kontribusi Diklat 143 99 242
2 | Diklat Penyusunan Laporan Keuangan 18 22 40
3 | Diklat Pengadaan Barang dan Jasa | 27 13 40
4 | Diklat Pengadaan Barang dan Jasa I 29 11 40
5 | Diklat SPIP 24 17 41
6 | Diklat Pengadaan Barang dan Jasa lll 19 21 40
7 | Diklat Pengadaan Barang dan Jasa IV 22 18 40
8 | Diklat Pengadaan Barang dan Jasa V 32 8 40
9 | Diklat Pengadaan Barang dan Jasa VI 27 13 40
10 | Diklat Karya Tulis limiah 17 23 40
1 Diklat Penatausahaan Keuangan Bagi 20 20 40
Bendahara Pengeluaran
12 | Diklat SAKIP 17 23 40
13 | Diklat Barang dan Aset 33 9 42
14 Diklat Pengadaan Barang dan Jasa VI 29 1 40
blended
15 Diklat Pengadaan Barang dan Jasa VIl 3 17 40
blended
16 | Orientasi Anggota DPRD 163 27 190
17 | Diklat Prakom 20 10 30
18 | Jalur Rekomendasi 32 20 52
Jumlah 695 382 1.077

Sumber: Data Bidang Pengembangan SDM BKPSDMD Tahun 2019 diolah

Pada indikator pegawai ASN yang meningkat pendidikan

formalnya, BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada

tahun 2019 telah memfasilitasi 34 ASN di lingkungan Pemerintah
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Provinsi untuk mengembangkan kompetensi dan pendidikan formal

melalui tugas belajar. Adapun rincian disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.11.
Rekapitulasi Capaian Kinerja Kegiatan Pendidikan Formal

Berdasarkan Tahun Masuk

NO TAHUN JUMLAH JENJANG
@ (2) 3 (4)

1 2016 23 ASN S2 dan S3
2, 2017 19 ASN S1dan S2
3. 2018 19 ASN S1dan S2
4 2019 25 ASN S1dan S2

Sumber: Data Bidang Pengembangan SDM BKPSDMD Tahun 2019 diolah

Tabel 3.12.

Rekapitulasi Capaian Kinerja Kegiatan Pendidikan Formal Berdasarkan ASN

yang sedang mengikuti dan lulus Tugas Belajar sampai dengan Tahun 2019

SEDANG LULUS TIDAK

NO JENJANG JUMLAH
KULIAH KULIAH LULUS

1) (2) 3 (4) ©) (6)

1. | Diploma 4/Strata | 8 27 35

2. | Stratall 95 181 5 281

3. | Strata lll 5 4 9

JUMLAH 108 212 5 325

BKPSDMD Prov. Kep. Bangka Belitung

Sumber: Data Bidang Pengembangan SDM BKPSDMD Tahun 2019 diolah

Disamping data diatas, dalam mencapai target meningkatnya
pengadaan, mutasi, promosi dan kepangkatan ASN yang terdiri dari
beberapa indikator yaitu: Pemenuhan pegawai sesuai dgn
kebutuhan & formasi, Pegawai ASN yang ditempatkan sesuai
dengan kompetensi, serta Pegawai ASN naik pangkat dan pensiun
tepat waktu. Untuk mengetahui realisasi kinerja pada indikator

tersebut diperlukan pengukuran terhadap data Pengadaan
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Pegawai, Mutasi, Promosi, dan Kepangkatan yang disajikan pada
tabel berikut:
Tabel 3.13.

Capaian Output Kegiatan pada Program Pengadaan Pegawai, Mutasi, Promosi,

dan Kepangkatan Tahun 2019

TINGKAT
CAPAIAN TARGET AKHIR
NO URAIAN TARGET | REALISASI TAHUN RENSTRA
(Orang) (Orang)
(n) (Orang)
(%)
@) (2) 3 4 (5 (6)
1. | Pemenuhan Pegawai Sesuai Dengan Kebutuhan & Formasi
Seleksi Calon Praja IPDN / 25 0 0% 125
Sekolah Kedinasan
Jumlah Peserta Yang Lulus 150 0 0% 750
CASN/ASN
2. | Pegawai ASN Yang Ditempatkan Sesuai dengan Kompetensi
ASN yang di 250 302 120,80% 1.360
Promosi/Mutasi
Jumlah ASN Yang 300 179 59,67% 400
Mengikuti Assesment
Jumlah ASN Yang Lulus 0 0 0% 800
Seleksi Talent Scouting
3. | Pegawai ASN Naik Pangkat dan Pensiun Tepat waktu
Jumlah ASN yang 900 1.303 144,78% 4.310
Diusulkan Naik Pangkat
dan Pensiun

Sumber: Data Pengendalian dan Evaluasi RENJA BKPSDMD Tahun 2019 diolah

Berdasarkan data tabel 3.13. dapat dilihat bahwa dalam
upaya pemenuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan & formasi
ASN di lingkup Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
telah dilaksanakan dengan sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari
capaian kinerja yang melebihi target yang telah ditetapkan. Pada
aspek penempatan ASN vyang ditempatkan sesuai dengan
kompetensi melalui kegiatan promosi/mutasi sebanyak 302 ASN
dari target 250 ASN atau sebesar 120,80% dan ASN vyang
diusulkan naik pangkat dan pensiun tepat waktu dengan target 900
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ASN dapat terealisasikan sebanyak 1.303 ASN pada tahun 2019.
Meski demikian masih terdapat kegiatan pada Program Pengadaan
Pegawai, Mutasi, Promosi, dan Kepangkatan yang belum tercapai
target kinerjanya dan berakibat pada menurunnya capaian sasaran
Meningkatnya Kompetensi Aparatur dengan indikator Pegawai ASN
Yang Ditempatkan Sesuai Kompetensi Sesuai diantaranya Jumlah
ASN Yang Lulus Seleksi Talent Scouting belum teralisasikan
dikarenakan mengalami penundaan pelaksanaan. Dan pada Jumlah
ASN Yang Mengikuti Assesment dengan target 300 orang hanya
Pada

indikator pemenuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan dan

terealisasi sebanyak 179 orang atau sebesar 59,67%.

formasi, Jumlah Peserta Yang Lulus CASN/ASN dengan target 150
orang belum terealisasikan pada tahun 2019 karena masih dalam
tahap pelaksanaan tes berkelanjutan yang dilaksanakan pada tahun
2020.

Pada sasaran kedua yaitu meningkatnya disiplin dan kinerja
ASN dengan indikator kinerja Persentase ASN yang SKPnya dinilai
tepat waktu, Persentase akurasi data dan informasi kepegawaian,
dan

Persentase kasus pelanggaran disiplin minimal sedang,

Persentase ASN yang menerima penghargaan. Maka untuk
mengetahui realisasi kinerja pada indikator tersebut diperlukan
pengukuran terhadap data penilaian kinerja, disiplin, informasi dan

kesejahteraan ASN, yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.14.

Capaian Output Kegiatan pada Program Penilaian Kinerja, Disiplin, Informasi

Dan Kesejahteraan ASN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019

TINGKAT TINGKAT
TARGET
CAPAIAN CAPAIAN
TARGET | REALISASI AKHIR
NO URAIAN TAHUN AKHIR
(Orang) (Orang) RENSTRA
(n) RENSTRA
(Orang
(%) (%)
@ (2) 3 4 (5 (6) (7)
1. | ASN Yang SKP nya Dinilai Tepat Waktu dan Kasus Pelanggaran Disiplin Minimal
Sedang
Pembinaan ASN 6.907 4.633 67,08% 27.631 16,77%
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TINGKAT TINGKAT
TARGET
CAPAIAN CAPAIAN
TARGET | REALISASI AKHIR
NO URAIAN TAHUN AKHIR
(Orang) (Orang) RENSTRA
(n) RENSTRA
(Orang
(%) (%)
@) (2 3 (4) (5 (6) (7)
2. | Akurasi Data dan informasi Kepegawaian
Jumlah Buku Profil 280 250 89,29% 1400 32,14%
Kepegawaian dan
DUK (Buku)
3. | ASN Yang Menerima Penghargaan
Jumlah  ASN Yang 4000 4077 101,93% 14.466 28,18%
Dikembangkan
Profesinya
Jumlah  ASN Yang 2776 4537 163,44% 12.952 35,03%
Sejahtera

Sumber: Data Pengendalian dan Evaluasi RENJA BKPSDMD Tahun 2019 diolah

Berdasarkan data tabel 3.14. dapat dilihat bahwa selama
tahun anggaran 2019 telah dilaksanakan kegiatan untuk menilai
kinerja, disiplin dan kesejahteraan ASN di lingkup Pemerintah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Adapun pada indikator ASN
Yang SKP nya Dinilai Tepat Waktu dan Kasus Pelanggaran Disiplin
Minimal Sedang telah dilaksanakan pembinaan ASN dari target
6.907 ASN telah terealisasi sebanyak 4.633 ASN atau sebesar
67,08%, sedangkan sisanya belum dapat dinilai. Hal ini dikarenakan
beberapa ASN pada saat dilakukan monitoring SKP belum
menyelesaikan kewajibannya membuat SKP dan menyampaikan ke
BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga tidak
dapat dilakukan penilaian.

Selain melakukan pembinaan BKPSDMD Provinsi kepulauan
Bangka Belitung selama tahun anggaran 2019 telah menangani
penyelesaian kasus pelanggaran disiplin sebanyak 0,11% lebih

sedikit dari target yang telah ditetapkan sebanyak 0,15%.
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Tabel 3.15.
Data Jumlah Pegawai Yang Dijatuhi hukuman Disiplin

Tingkat Ringan, Sedang dan Berat

TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN
NO KASUS 2016 2017 2018 2019 JUMLAH
(Orang) (Orang) (Orang) (Orang)

@ (2 3 (4) (5 (6)
Hukuman Ringan 7 - 17
Hukuman Sedang 3 1 13

Hukuman Berat 8 5 28
Jumlah 15 18 19 6 58

Sumber: Data Bidang Disiplin BKPSDMD Tahun 2019 diolah

Pada tahun 2019 telah terjadi penurunan pelanggaran disiplin

sebanyak 6 kasus dari 19 kasus pelanggaran disiplin dengan rincian

pelanggaran disiplin ringan sebesar 0 kasus, pelanggaran disiplin

sedang sebanyak 1 kasus dan pelanggaran disiplin berat sebesar 5

kasus. Peningkatan tersebut terjadi pada pelanggaran disiplin

ringan dan sedang, adapun rincian data jumlah ASN yang dijatuhi

hukuman disiplin adalah sebagai berikut:

Tabel 3.16.

Data Pendukung Jumlah ASN yang Dijatuhi Hukuman Disiplin Tahun 2019

JUMLAH
NO KASUS HUKUMAN KETERANGAN
(Orang)
@ (2 3 4 (5
1. |Menaati segala ketentuan| Penundaan kenaikan
- Hukuman
peraturan perundang-undangan gaji berkala selama 1 1
Sedang
(satu) tahun
1. | Menjunjung tinggi kehormatan Penurunan pangkat
negara, pemerintah dan | setingkat lebih rendah 2
martabat ASN selama 3 (tiga) tahun
Hukuman
2. | Wajib masuk kerja dan mantaati| Pemberhentian dengan Berat
eral
ketentuan jam kerja hormat tidak atas 3
permintaan sendiri
sebagai ASN

Sumber: Data Bidang Disiplin BKPSDMD Tahun 2019 diolah

BKPSDMD Prov. Kep. Bangka Belitung
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Untuk menunjang indikator akurasi data dan informasi
kepegawaian juga telah dilaksanakan penguatan sistem informasi
dan pengelolaan database/arsip kepegawaian yang disajikan pada

tabel berikut ini:

Tabel 3.17.
Data Pendukung Akurasi Data dan Informasi Kepegawaian Melalui Penguatan

Sistem Informasi Dan Pengelolaan Database / Arsip Kepegawaian

TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN
NO Uraian JUMLAH
2016 2017 2018 2019
@ (2 3 (4) (5 (6) (7)
1. | Jumlah Buku Profil 280 280 200 250 1.010
Kepegawaian dan DUK
(Buku)

Sumber: Data Bidang Disiplin BKPSDMD Tahun 2019 diolah

lll. 2. Capaian Anggaran
Capaian anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019
mencapai 86,61%. Realisasi anggaran tahun 2019 dapat diuraikan sebagai

berikut:
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Tabel. 3.

18.

Realisasi Anggaran per 31 desember 2019 BKPSDMD

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

o NAMA KEGIATAN PAGU ANGGARAN | PAGU ANGGARAN |  REALISASI Egjﬁvséﬂl REALISASI | SISA ANGGARAN
: INDUK (Rp) | PERUBAHAN (Rp) | KEUANGAN (Rp) |~ (g ™" | FISIK (%) (Rp)
0
I |PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAHAN
1 [Pelayanan Administrasi 5.443.676.723,50|  6.309.447.424,00|  6.107.313.267,00| 95,44 100,00 292.134.157,00
Perkantoran
5 [Peningkatan Sarana dan 1.791.225.000,00|  1.794.369.000,00|  1.730.772.898,00| 96,46 100,00 63.596.102,00
Prasarana Aparatur
3 [Peningkatan Kapasitas Sumber 486.144.000,00 423.469.500,00 394.641.500,00{ 93,19 100,00 28.828.000,00
Daya Aparatur
4 |Penyusunan Dokumen 57.128.000,00 34.338.000,00 34.035.600,00] 99,12 99,50 302.400,00
Perencanaan Perangkat Daerah
5 [Penyusunan Pelaporan Kinerja 4.950.000,00 4.950.000,00 4.940.700,00] 99,81 100,00 9.300,00
dan Keuangan Perangkat Daerah
g |Penguatan o 43.093.000,00 32.853.000,00 30.649.000,00] 93,29 100,00 2.204.000,00
Kelembagaan/Organisasi
JUMLAH 7.826.216.723,50| 8.689.426.924,00| 8.302.352.965,00| 95,55 99,92 387.073.959,00
II |PROGRAM PENGADAAN PEGAWAI, MUTASI PROMOSI, DAN KEPANGKATAN
1 |Promosi dan Mutasi ASN 1.266.702.000,00|  1.538.500.000,00]  1.234.603.025,00| 80,25 90,23 303.896.975,00
5 [Pengelolaan Administrasi 500.000,00 500.000,00 500.000,00{ 100,00 100,00 0,00
Kepangkatan dan Pensiun
Pengadaan CASN dan Seleksi
3 |Penerimaan Calon Praja 283.000.000,00 304.400.000,00 176.012.380,00 57,82 75,00 128.387.620,00
IPDN/Sekolah Kedinasan Lainnya
4 |Perencanaan ASN 40.015.000,00 58.615.000,00 49.249.700,00] 84,02 100,00 9.365.300,00
JUMLAH 1.590.217.000,00| 1.902.015.000,00| 1.460.365.105,00| 76,78 91,31 441.649.895,00
IIT |PROGRAM PENILAIAN KINERJA, DISIPLIN, INFORMASI DAN KESEJAHTERAAN ASN
1 |Pembinaan ASN 47.396.000,00 47.396.000,00 44.261.000,00] 93,39 100,00 3.135.000,00
2 [Pengembangan Profesi ASN 4.000.000.000,00]  4.643.811.000,00|  4.148.768.907,00| 89,34 100,00 495.042.003,00
3 [Peningkatan Kesejahteraan ASN 250.980.000,00 250.980.000,00 226.690.000,00{ 90,32 100,00 24.290.000,00
Penguatan Sistem Informasi dan
4 |Pengelolaan Database / Arsip 262.125.000,00 263.090.000,00 253.087.700,00{ 96,20 100,00 10.002.300,00
Kepegawaian
JUMLAH 4.560.501.000,00| 5.205.277.000,00| 4.672.807.607,00| 89,77 100,00 532.469.393,00
IV [PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ASN
1 |Pengembangan Kompetensi dasar 2.485.288.000,00|  2.485.288.000,00|  2.169.627.600,00| 87,30 100,00 315.660.400,00
dan Manajerial
5 |Pengembangan Kompetensi Teknis| , o 109 400 00| 3.137.584.400,00|  2.770.406.941,00] 88,30 100,00 367.177.459,00
dan Fungsional
3 |Peningkatan Pendidikan Formal 1.590.328.000,00|  1.681.506.000,00]  1.646.374.109,00] 97,91 100,00 35.131.891,00
4 |Peningkatan Mutu Kediklatan 74.640.000,00 103.890.000,00 93.896.000,00] 90,38 100,00 9.994.000,00
5 %’Zgr?'lcas dan Sefeksi Dikiatpim 187.528.000,00 78.240.000,00 72.729.400,000 92,96 100,00 5.510.600,00
JUMLAH 7.164.973.400,00| 7.486.508.400,00| 6.753.034.050,00| 90,20 100,00 733.474.350,00
JUMLAH KESELURUHAN 21.141.908.123,50| 23.283.227.324,00| 21.188.559.727,00| 91,00 97,81 2.094.667.597,00
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BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung. Laporan ini disamping sebagai bentuk
pertanggungjawaban kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung juga sebagai
bahan evaluasi internal bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga dapat
diperoleh solusi yang konstruktif melalui berbagai kebijakan untuk
memprioritaskan program pembangunan daerah dalam rangka mendukung visi
misi kepala daerah sehingga pada akhirnya pembangunan di Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung dapat terlaksana dengan baik dan berdampak kepada
meningkatkan opini hasil pemeriksaan BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
dan peningkatan nilai SAKIP Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Secara umum, penyelenggaraan kegiatan dan pelayanan pada Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung telah terlaksana dan berjalan dengan baik. Nilai
capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 mencapai nilai rata-
rata 92,08% dari target 100% (berdasarkan data realiasi capaian kinerja pada
laporan Pengendalian dan Evaluasi triwulan 1V tahun 2019), sedangkan capaian
anggaran 86,61% dari target sebesar 100% dan capaian fisik 98,90% dari target
100% (berdasarkan data realisasi anggaran pada tanggal 31 Desember 2019
anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rpl19.220.969.931,00 dengan
realisasi sebesar Rpl15.626.091.271,00 atau 81,30%. Sedangkan anggaran
Belanja Langsung tahun 2019 sebesar Rp23.283.227.324,00 dengan realisasi
sebesar Rp21.188.559.727,00 atau 91,00%).

Capaian indikator kinerja kunci (IKK) yakni “Nilai Indeks Profesionalitas
ASN” dari target 65 terealisasi 70,18 dengan tingkat capaian 108%. Sedangkan
capaian indikator kinerja utama (IKU) pertama yakni “Persentase ASN yang
Memenuhi Kompetensi Sesuai Dengan Jabatan” dari target 59% terealisasi
81,33% dengan tingkat capaian 138%, dan capaian indikator kinerja utama (IKU)
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kedua yakni “Persentase ASN yang Capaian Kinerja Berkategori Minimal Baik”
dari target 99,71% terealisasi 99,89% dengan tingkat capaian 100%.
Berdasarkan hasil penilaian tersebut kami berupaya untuk
mempertahankan nilai yang sudah baik dan meningkatkan nilai yang belum
sesuai dengan harapan. Selain itu peningkatan kualitas dokumen-dokumen
perencanaan dan evaluasi menjadi perhatian khusus di tahun mendatang agar
proses pelaporan kinerja dapat berjalan lancar dan hasil capaian kinerja dapat
sesuai dengan apa yang diharapkan.
Beberapa langkah-langkah penting yang akan diambil sebagai solusi dan
saran perbaikan kinerja ke depannya yakni sebagai berikut:
1. Penguatan kewenangan lembaga diklat sehingga peningkatan kompetensi
ASN lebih maksimal.
2. Penambahan anggaran.
3. Melakukan evaluasi kinerja dan penyesuaian target capaian.
4. Mengembangkan indikator kinerja agar cakupan layanan menjadi lebih luas.
Kiranya Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Tahun 2019 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus
menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan
kinerja. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan penting
dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja, Rencana Kinerja, Rencana

Anggaran, dan Rencana Strategis pada masa-masa mendatang.
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